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Apartemen atasu rumsh susun adslah bangunan gedung
bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungsn, yang
terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secars
fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan me-
rupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki
dan digunakan secara terpisah terutama untuk tempat huni-
an, yang dilengkapi dengan basgian bersams, bends bersama
dan tanah berssms. apsrtemen yang dibsngun khusus untuk
konsumen kelas atas ssast ini dibangun bagaikan jamur di
musim penghujan dan terjual bagaikan kacang goreng dalam
arti sangat laku sekali.

Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada pera-
turan perundang-undangan vang mengatur masslah apartemen,
sgat ini yang digunakan sebagsi landasan adalah Undang-
undang Nomor 16 Tahun 1885 tentang Rumah Susun. Rumah
susun yang diatur dslam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985
merupakan pembangunan rumah untuk kelas bawsh hal ini
nampak dalam konsideranya yaitu diperuntukkan bagi masya-
rakat yang berpenghasilan rendah, sehingga kurang cocok
apabila digunakan sebagai landasan pembsangunan apartemen.

Oleh karena tidak ada peraturan perundang-undangsn
vang mengstur masaleh apartemen dan didorong oleh kebu-
tuhan masyarakat akan keberadsan apartemen ini, para

developer berlombs-lombas untuk membangun apartemen.



Pembangunan apsrtemen dalam pelaksanaannya pihak developer
tanpa menceari dsns pembangunan melalui kredit bank, mela-
inkan cukup dengan cara menjual apartemen secarsa pesanan
yang dikenal dengan jual beli inden. Melalui cara ini
pihsk developer magpun calon pembeli merasa diuntunghkan,
karena pihak developer tanpa harus meminjam kredit pada
bank, sehinggsa dapat turut serta membiayai pembangunan
apartemen aksn memperoleh harga beli lebih murah, karena
bank tanps harus menanggung bunga bank.

Namun membeli apartemen secarsa inden ini kurang
memberi perlindungan kepada pembeli apabila ternyata de-
veloper tidak membangun apartemen. Dikatskan sebagsal pi-
hsk yang posisinya lemsh, karena developer tidak menjan-
Jikan sesustu saat calonrpembeli memesan apartemen Ler-
sebut, sehingga apabila apartemen tidak dibangun, pihak
developer tidak dapat dikastaksn telah melakukan ingkar
janji atau wanprestasi sebagaimana pasal 1243 Kitsb
Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnys disingkat KUH
Perdéta). Bertitik tolsk dari posisi calon pembeli
apartemen yang 1emah tersebut says angkat dalam skripsi
dengan mengambil judul : "TINJAUAN YURIDIS JUAL BELI
APARTEMEN YANG HMASIH DALAM TARAF PEMBANGUNAN". Sedangkan
permasalahan yang dibahas adalah sebagail berikut

Seberapa jauh pertanggungjawasban developer yang gagal



membangun apartemen bils diksitkan dengan pasal 1457 KUH
Perdata 7

Tujuan dilekukasnnyea penelitian delswm penyusunan
skripsi ini asdsalsh untuk mengetahui lebih lanjut mengenai
jual beli aspartemen yang sast ini merupakan suatu mode
dan sangat diperlukan oleh masyarakat kelas menengsh.
Kebutuhan akan spartemen ini dibisyai oleh calon pembeli,
sehingga menimbulkan suatu risiko bagi pembeli apabila
ternyats apartemen tidak dibangun yang akan menempatkan
posisi calon pembeli dalam keadasn lemah, sehingga diper-
lunkan suatu perlindungan hukum.

Dalam pelsksanaan penelitian, saya bagi menjadi

tigs tahap sebagai berikut

-~ Tahsp persiaspan penelitian : B8 minggu;
- Tshap pengumpulan data : B minggu;
- Tahap pengolahan dan analisis data : B minggu.

Pendekatan masalah dalam penyasunan skripsi ini
menggunakan metode yuridis mormatif, maksudnya pembahas-
annya didasarkan atas peraturan perundang-undangan dalam
hsl ini UU No. 16 Tahun 1985 dan KUH Perdata yang akan
saya terapkan terhadap permasalahan yang dibahas. Sumber
data berups data sekunder yang diperoleh dari bahan pus-
taka vang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan

hukum yang bersifat mengikat antara lain Uy Mo. 1B Tahun



1985 dan KUH Perdats dan bahan hukum sekunder yang menje-
laskan. bahan hukum primer terdiri darili pendapat para sar-
jana, literstur maupun bahan perkulishan.

Data sekunder yang diperoleh dari studi kepustaka-
an dikumpunlkan melalui membaca, mempelsjari, mengidenti-
fikasi dan mengkiasifikasikannya, sehingga diperoleh data
vang ada kaitan langsung dengan maﬁeri vang dibahas.
Kemudian diolah secara deduktif yaitu mengolah suatu per-
mssalahan yang didasarkan atas hal-hal yang bersifat umum
kemudisn disimpulkan menjadi khusus, sehingga ditemukan
jawaban atas masalah. Selanjutnys disnalisis secara kua-
litatif ysaitu menganalisis suatu permasalahan yang di-
dasarkan atas pemikirsn vang logis, runtut dan runtun
dengan menelsah sistematiks peraturan perundang-undangan
vang ada kaitannys dengan masalah yang dibahas.

Pokok hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan
hukum sntaras pihak developer dengan calon penghuni apar-
temen didasarksn atas membeli secara inden. Sebagai hu-
bungan atas dasar jual beli menurut pasal 1457 KUH Eer—
datz vang menentukan jual beli adalah suatu persetujuan.
Agar persetujuan tersebut mempunyai kekuatsn mengikat,
naks hsarus dibuat memenuhi syarat sahnya perjanjian
sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata yaitn harus ada kats

sepakat maksudnya tidsk sds paksasn, penipusn mauspun



kekhilafan, kedus belah pihak harus telsh eaksp dalam
arti dewsasa dan tidak ditaruh di bawah pengampuan, harus
ada obyek yvang diperjanjikan yang mengenai hal ini mes-
kipun obyeknysa belum adsa namun paling tidak macam atau
jenis barang vang diperjaniikan tersebut telah ada,
apabila tidak disebutkan, maka dianggap tidak ada obyek
vang diperianjikan dan konsekuensinya adalah batal demi
hukum.

Apabila dalam hubungan hukum tersebut seseorang
menderita kerugian yang ditimbulkan oleh orsang lain, maka
pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian kerugian.
Mengenai penggantian kerugian ini dapat timbul atas dasar
ingkar janji atau wanprestasi maupun peérbuatan nelanggar
hukum stau onrechtmatige daad. Ingkar Jjanji atau vanpres-
tasi terjadi apabila kedua belah pihak sebelumnya terikat
dalam suatu perjanjian dan dalam pelaksanaannya salah
satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian yang menjadi
kewajibannya, maka dikatakan telah melakukan ingkar janji
atsu wenprestasi. Sebaliknys spabila tidak dijanjikan
sebelumnya, berarti yang terjadi adalah perbuatan melang-
gar hukum sebagaimana pasal 15385 KUH FPerdata.

Berdassrkan pembahasan di atas, maka secara rinci
disimpulksn sebsgai berikut

Developer yang mengikatkan dirl dengan konsumen



atas dasar perjanjisn jual beli secaras pesanan. Naman

tidak dipenuhinya kewajiban tersebut di luar isi per-

jsnjian, sehinggs dapat dikataksn telah melakukan per-
buastan melanggar hukum sebagaimana pasal 1385 KUH Per-
data.

Jual beli apartemen secara inden atsu strata title
kurang memberikan jaminan kepsda pembeli apabilas ternyata
pihak developer tidak membangun apartemen tersebut. Hal
ini dikarenakan tidask nampak suatu kewajiban yang dibe-
bankan kepada developer, sehinggs tidak terdapat suatu
kepastian hukiom bagi konsumen yang membeli spartemen dan
developer tidak membangun spartemen.

Developer vang gsagsl membangun spartemen tidak
dapat dimintai pertanggungjawaban atas dasar perjanjian
jual beli, melainkan atas dasar telsh melakukan perbuatsn
melanggayr hukum, karens Jjual beli dianggap tidak sah

mengingat obyek yvang dijanjikan tidak ada.



